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Abstrak

Kebutuhan pokok dan tambahan merupakan unsur fundamental dalam kehidupan
manusia. Karena kebutuhan ini melibatkan interaksi sosial, diperlukan suatu
sistem pengaturan yang jelas. Sistem tersebut adalah hukum, yang menurut Gustav
Radbruch memiliki tiga nilai inti yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukum. Keadilan menjadi pondasi utama hukum, baik secara prosedural maupun
substantif. Selain itu, hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,
menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan. Terakhir, kepastian hukum harus
diterapkan secara konsisten agar dapat diandalkan. Dalam masyarakat
pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder tercermin melalui aktivitas ekonomi,
baik untuk kepentingan individu maupun kolektif. praktik jual beli jeruk tanpa
perjanjian tertulis di Jorong Aia Angek, Kabupaten Limapuluh Kota, yang
mengandalkan kepercayaan antara petani dan pemborong. Problematika muncul
ketika terjadi sengketa utang piutang akibat ketiadaan bukti tertulis, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kepastian hukum dan penyelesaian sengketa utang piutang dalam
transaksi lisan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertaman
bagaimana pelunasan utang piutang dalam jual beli jeruk tanpa perjanjian tertulis.
Kedua bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang tersebut? Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif,
melalui wawancara dan studi dokumen di lokasi penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi kreditur bergantung pada alat bukti
seperti saksi, pengakuan, atau sumpah sesuai Pasal 1866 KUHPerdata.
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana jika
terpenuhi unsur penipuan atau penggelapan. Kesimpulannya, meskipun perjanjian
lisan sah secara hukum, pembuktiannya memerlukan alat bukti yang kuat untuk
menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Sengketa, Penyelesaian.
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A. PENDAHULUAN
Aspek dasar dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan primer maupun sekunder.

Karena kebutuhan tersebut berkaitan dengan masyarakat diantara mereka maka harus
ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Mekanisme yang dimaksud adalah hukum itu
sendiri. Hukum mempunyai nilai dasar penting yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch
yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Sulistyawan, 2019) Keadilan
merupakan dasar terhadap nilai dasar hukum itu, karena pilar utama dari hukum itu
adalah nilai keadilan baik prosedural maupun substansial. (Moho, 2010) Kendati demikian
diikuti dengan manfaat dari hukum, tentu kemanfaatan harus bisa dirasakan untuk dan
memiliki dampak bahagia kepada Masyarakat. (Sulistyawan, 2019) Terakhir masalah
kepastian hukum dengan pandangan kepastian hukum itu harus konsisten. (Gede, 2014)
Dalam Masyarakat kebutuhan primer dan sekunder bisa diukur dengan kegiatan ekonomi
baik kebutuhan secara pribadi maupun kelompok. (Gede, 2014)

Kegiatan perekonomian tak lepas oleh aturan Islam agar tidak menyimpang dari
prinsip Illahiyah. Muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan
interaksi sesama manusia, dimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling
berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam
bersosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang dilakukan oleh manusia
yang sering terjadi adalah kegiatan jual beli. (Al-Fauzan, 2006) Oleh karena itu kita perlu
memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut.

Problem mendasar dalam ontologi transaksi jual beli terletak pada esensi dari rukun
dan syarat yang membentuknya. Sebagai suatu peristiwa hukum, jual beli secara
ontologis dimaknai sebagai manifestasi dari ijab dan qabul, yang merupakan ekspresi
intersubjektif dari kehendak para pihak (consensus ad idem) untuk melakukan
pertukaran komoditas atas dasar prinsip kerelaan (an-taradin). Dalam situasi di mana
ikatan hukum ini tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (contractus verbis),
maka landasan eksekusinya bergeser dari kepastian formal menuju ranah etika.
Kejujuran (Aonesty) kemudian berfungsi sebagai norma virtus yang diharapkan dapat
menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dalam subyek hukum dan mengembangkan kultur

malu (culture of shame) sebagai mekanisme sosial pengendalian diri. Dalam konstruksi
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ini, komitmen pembeli untuk menyatakan jumlah barang yang diambil dan melunasi
pembayaran sesuai nilai yang disepakati, merupakan aktualisasi dari otonomi kehendak
dan tanggung jawab moral (moral responsibility) individu dalam ruang publik. Padahal
rukun jual beli adalah, Adanya Pembeli, Adanya Penjual, Adanya Barang yang diperjual-
belikan, Akad, dan Adanya alat Tukar. (Dewi, 2005)

Salim membedakan dua jenis perjanjian berdasarkan bentuknya. Jenis pertama
adalah perjanjian tertulis yang dicatat dalam bentuk dokumen. Jenis kedua adalah
perjanjian lisan, yang mana bentuknya hanya berupa ucapan dan kesepakatan bersama
antara para pihak tanpa adanya bukti tertulis. (Salim, 2010) Alasan kepraktisan dan
kemudahan menjadikan perjanjian lisan sebagai suatu hal yang sangat umum dalam
masyarakat, khususnya untuk urusan pinjam-meminjam. Oleh karena itu, fokus utama
penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai perjanjian dalam bentuk
lisan tersebut.

Pada hakikatnya, fondasi yang mengonstitusi perjanjian lisan dalam transaksi
utang-piutang bersandar pada meta-narasi kepercayaan intersubjektif antara kreditur
dan debitur. Kepercayaan ini berfungsi sebagai kontrak sosial primordial yang
menggantikan instrumen formal, di mana kreditur menaruh /aith(keyakinan) bahwa
debitur akan memenuhi ikrar moralnya untuk mengembalikan utang sesuai dengan
konsensus yang diucapkan.

Namun, realitasnya seringkali mengalami dekonstruksi terhadap meta-narasi
kepercayaan tersebut. Perjanjian lisan mengandung dilemma epistemologis yang
mendasar: ia kekurangan objektivikasi dalam bentuk material. Ketiadaan bukti tertulis
menciptakan suatuzona abu-abu ontologis di mana keberadaan dan syarat-syarat
perjanjian menjadi rentan terhadap penyangkalan dan interpretasi yang bersifat subjektif.
Bagi debitur, ketiadaan bentuk tertulis ini dapat menciptakan peluang moral hazard, suatu
kesadaran bahwa janji tersebut sulit untuk diverifikasi dan dipaksakan secara hukum.

Akibatnya, kreditur—yang posisinya secara filosofis telah bergeser dari subjek
yang mempercayai menjadi objek yang dirugikan—menghadapi problemasi pembuktian.
Dalam kasus wanprestasi, perjanjian lisan terjebak dalam paradoks legal: meskipun

secara normatif diakui keberadaannya, secara epistemik ia tidak memenuhi syarat

3
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sebagai knowledge yang dapat divalidasi di ruang publik maupun pengadilan. Ketiadaan
bukti  otentik  mengakibatkan  perjanjian  itu  sendiri  kehilangan status
ontologisnya sebagai sebuah fakta yang kokoh, dan dengan mudah direduksi menjadi
sekadar klaim sepihak yang tidak memiliki pijakan realitas yang kuat. Dengan demikian,
kepercayaan yang semula menjadi landasan, berubah  menjadi jejaring
ketidakpastian yang justru menggerogoti dasar dari hubungan kontraktual itu sendiri.
Dalam ajaran Islam, transaksi utang-piutang mendapatkan perhatian yang serius.
Meski diperbolehkan, praktik ini diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas yang telah
ditegaskan langsung dalam Al-Quran., yakni Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai
berikut : (Quran, 2025)

"5 SARIE anud Jal L) ity AT 1) 1 slal Cddl i g
Artinya :
" Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu

yangditentukan, hendaklah kamu menuliskannya’. QS. Al-Baqarah (2): 282). (RI, 2009)

Perjanjian tidak tertulis atau lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari
para pihak telah terpenuhi. Akan tetapi dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan,
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang

membuatnya.”

Berdasarkan kasus yang terjadi di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, antara
Adrianto (sebagai pembeli) dan Yulismar (sebagai penjual), transaksi jual beli jeruk telah
berlangsung sejak 2018. Selama rentang waktu 2018 hingga 2024, transaksi berjalan lancar dan
didasarkan pada kepercayaan. Namun, masalah muncul pada tahun 2025, tepatnya bulan April
hingga Mei, ketika Adrianto membeli jeruk dari Yulismar sebanyak 1 ton dengan harga
Rp13.000 per kilogram, sehingga totalnya menjadi Rp13.000.000. Pembayaran dilakukan
secara bertahap, yaitu dua kali. Pembayaran pertama sebesar 50% telah dilunasi, sedangkan
pembayaran kedua mengalami kendala dan tidak ada kepastian mengenai pelunasannya.
Karena transaksi ini mengandalkan kepercayaan dan melihat sejarah Adrianto yang selalu tepat
dalam pembayaran sebelumnya, Yulismar menyerahkan barang tanpa bukti transaksi tertulis.

Perjanjian antara keduanya hanya bersifat lisan, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat.
4
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Yulismar menjualkan jeruk kepada Adrianto melakukan trnasaksi jual beli tanpa perantara.
Kegiatan jual beli pada lapangan antara petani dan pemborong yang berada di Jorong Aia Angek
Kanagarian Koto Tinggi tidak adanya perjanjian tertulis dan menghadirkan pedagang di
dalamnya, sehingga para petani dan pemborong mengambil jeruk tanpa adanya perjanjian
tertulis, Apabila adanya pembelian jeruk, petani langsung bertransaksi dengan pemborong
tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga petani hanya menghitung berdasarkan berapa jumlah
yang diambil atau yang dibawa dan pemborong hanya membayar uang muka atau DP (Down
Payment) 50 persen sebagai tanda jadi dari barang yang diambil atau dibawa, dan pelunasannya
yaitu setelah pemborong kembali untuk menjual Jeruk tersebut, secara tidak langsung petani
hanya mendapatkan uang sebahagian dari jumlah jeruk yang dibawa pemborong. Tentu hal ini
menimbulkan wanprestasi, perlu diketahui jenis wanprestasi ini dibagi menjadi 4, pertama
Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, kedua melaksanakan prestasi, tetapi tidak
sebagaimana mestinya, ketiga melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya,
terakhir melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak. Dalam kasus ini jenis
wanprestasi yang dimaksud adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya,
melihat dasollen dalam penelitian ini jelas bahwa bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan
perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata. Terjadi Gap secara dasein terjadi wanprestasi

karena telatnya pembayaran pelunasan.

Hal tersebut menjadi problematika karena adanya petani dan pemborong jeruk di
Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi, yang tidak menyelesaikan jual beli jeruk ini
dengan berbagai macam alasannya, sehingga terjadi sengketa antara petani dan pemborong
yang masih dipertanyakan dalam jual beli tersebut. Penulis dalam penelitian ini

memberikan dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelunasan terhadap utang piutang dalam jual beli jeruk tanpa adanya
perjanjian tertulis di jorong aia angek kanagarian koto tinggi kabupaten limapuluh
kota ?

2. Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Jual Beli Jeruk Oleh Pemborong
Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis di Jorong Aie Angek Kanagarian Koto Tinggi

Kabupaten Limapuluh Kota ?
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METODE PENELITIAN

Metode peneitian berasal dari kata metode dan /ogi. Metode artinya cara melakukan
sesuatu dengan teratur, sedangkan logi artinya ilmu berdasarkan logika berpikir. Artinya
metode penelitian ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis. (Muhamaimin,
2020) Menurut Husaini Usman Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk
mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi
merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peratuan suatu metode.
(Husnaini, 2008) Sifat penelitian adalah deskriptif, penelitian deskriftif bertujuan untuk
memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau
mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat. Kemudian untuk memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan agar
dapat dipahami dengan jelas. Jenis Penelitian ini adalah empiris, yang dapat disebut juga
penelitian hukum (field research). Merupakan penelitian yang mengkaji secara in action
(faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber
hukum dalam penelitian ini terdiri tiga yaitu, primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, lokasi penelitian ini adalah

Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota.

HASIL PEMBAHASAN

Pelunasan Utang Piutang Dalam Jual Beli Jeruk Tanpa Adanya Perjanjian Tertulis Di
Jorong Aia Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota

Melihat kasus yang terjadi di Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota, antara
Adrianto dan Yulismar, terhadap jual beli jeruk Adrianto selaku pembeli dan Yulismar
selaku pejual telah melalukan transaksi sejak 2018. Rentan waktu 2018 sampai dengan
2024 berjalan dengan baik, transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan. Permasalahan
terjadi pada tahun 2025 tepatnya di bulan April sampai dengan mei, Adrianto membeli
jeruk kepada Yulismar sebanyak 1 ton dengan harga perkilo 13.000 dengan nominal uang
sebanyak Rp.13.000.000. pembayaran dilakukan dengan cara bertahan yaitu 2 kali.
Pembayaran pertama dilakukan dengan membayar 50 persen kemudian sisanya

sebanyak 50 persen lagi. Pembayaran kedua mengalami kendala sehingga tidak ada

6
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kejelasan dalam pelunasannya. Karena atas dasar kepercaayan dari masing-masing pihak
dengan melihat hisotoris bahwa Adrianto tidak pernah bermasalah dalam melakukan
pembayaran maka Yulismar juga memberikan barang tanpa adanya bukti transaksi.
Perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan, tanpa ada bukti tertulis antara kedua belah
pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233
menerangkan bahwa sumber lahirnya perikatan adalah perjanjian atau undang-undang.
Sementara itu, Pasal 1313 BW menjabarkan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari
rumusan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata tidak memberikan definisi
eksplisit yang mewajibkan perjanjian dibuat secara tertulis. KUHPerdata hanya
menekankan pada unsur esensialnya, yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan
diri.

Artinya dalam kasus yang terjadi antara kedua belah pihak secara syarat sah
perjanjian telah terpenuhi. Akan tetapi dalam hal ini terjadi wanprestasi. Wawancara
dilakukan dengan kedua belah pihak pertama kepada Adrianto peneliti menanyakan
kepada Adrianto apakah ada perjanjian tertulis dengan para Yulismar sebagai penjual,
jawaban dari Adrianto “ tidak ada perjanjian tertulis, kami melalukakan transaski hanya
atas dasar kepercayaan’ (Agnesia, 2025) hal senada penulis ajukan kepada Yulismar,
Yulismar menjawab tidak jauh berbeda “ tidak ada perjanjian tertulis, karena kami atas
dasar kepecayaan, Adrianto sudah lama membeli Jeruk kepada saya sejak tahun 2018’,
(Agnesia, 2025) selanjutnya penulis bertanya kepada Yulismar, apakah terjadi melanggar
perjanjian (wanprestasi) “Yulismar mengatakan bahwa terjadi pelanggaran perjanjian
(wanprestasi)”

Dalam diskursus filsafat hukum, klasifikasi perjanjian berdasarkan manifestasi
formalnya—yakni dalam  bentuk lisan (non-formal/verbal) dan tulisan
(formal/terdokumentasi). Perjanjian lisan mengonstitusikan dirinya melalui konsensus
murni antar para pihak, sementara perjanjian tertulis termanifestasi dalam wujud fisik,
baik yang diinisiasi oleh otoritas publik (akta otentik) maupun yang dibentuk secara

privat (akta di bawah tangan). Namun, validitas ontologis dan kekuatan mengikat (legal

7
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force) dari kedua modalitas perjanjian ini tidak bersumber dari formalitas eksternal atau

medium ekspresinya. Landasan legitimasinya justru bertumpu pada pemenuhan empat

syarat substansial yang bersifat kategoris, sebagaimana diataskan dalam Pasal 1320

Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata). Syarat-syarat meta-yuridis tersebut adalah: (1)

adanya kesesuaian kehendak (consensus ad idem), (2) kapasitas hukum subjek para

pihak (/egal capacity), (3) keberadaan objek perjanjian yang tertentu (certainty of
object), dan (4) causa atau sebab yang diperbolehkan hukum (/awful cause). Pemenuhan

keempat unsur inilah yang memberikan grundnorm atau dasar keberlakuan bagi suatu

perjanjian, terlepas dari bentuk empirisnya.

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata terbagi menjadi syarat
subjektif dan objektif. Syarat subjektif, yang meliputi kesepakatan dan kecakapan para
pihak, menjadi landasan bagi subjek yang terlibat dalam kontrak. Jika syarat ini cacat,
perjanjian yang dibuat bukan batal secara otomatis, melainkan dapat dimintakan
pembatalannya (voidable) melalui pengadilan oleh pihak yang berhak. Perjanjian
tersebut tetap berlaku mengikat kedua belah pihak hingga adanya putusan pembatalan
dari hakim. Sebaliknya, kelalaian dalam memenubhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan
causa yang halal) mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (null and void). Akibatnya,
perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal sehingga tidak menimbulkan hak dan
kewajiban yang dapat dituntut di pengadilan. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu
perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, baik lisan maupun tertulis, tetapi pada
pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian. (Hassanudin, 2000) Artinya sepanjang
perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian
tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Merujuk pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan
bahwa " Barangsiapa yang tidak memenuhi suatu perjanjian, atau melaksanakannya tidak
sepenuhnya, atau tidak melaksanakannya dengan semestinya, wajib membayar ganti
rugi, kecuali jika ketidakmampuannya itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau
kealpaannya." Artinya ada Tindakan yang dilakukan jika melihat unsur, dalam kasu ini
Adrianto selaku pemborong telah melaksanakan pembayaran 50% tetapi sisanya tidak

dibayarkan sepenuhnya.
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Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam, istilah Kreditur merujuk pada
pemberi pinjaman, sementara Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman. Masing-
masing pihak memiliki tanggung jawabnya sendiri. Debitur berkewajiban untuk
mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan jumlah dan tenggat waktu yang
telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, debitur juga wajib melunasi bunga pinjaman
jika hal tersebut merupakan salah satu klausul yang disepakati. Di sisi lain, kreditur
berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau melakukan penagihan
kepada debitur jika pihak debitur wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban
pengembalian dana.

Menurut hukum, siapa yang mengaku punya hak atau menyebut suatu peristiwa, dialah
yang wajib membuktikannya. Ini berarti, jika seseorang mengatakan suatu perjanjian ada,
ia harus bisa menunjukkan buktinya. Perjanjian lisan sah dan mengikat secara hukum,
tetapi hanya untuk kedua orang yang membuatnya, bukan untuk orang lain. Masalahnya,
perjanjian tidak tertulis mudah disangkal. Misalnya, seorang tergugat bisa membantah
telah menjual suatu barang dan mengaku hanya meminjamkannya. Pelanggaran
perjanjian (wanprestasi) bisa terjadi jika dapat dibuktikan bahwa tergugat memang
melanggar kesepakatan. Bukti terkuat adalah pengakuan dari kedua pihak dan adanya
penyerahan barang atau uang sebagai bukti fisik dari perjanjian itu. (Hassanudin, 2000)

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan alat bukti (bewijsmiddel)
adalah segala bentuk sarana yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan
mengklarifikasi suatu perkara. Keberadaan alat bukti ini berfungsi untuk mempermudah
tugas hakim dalam mengevaluasi suatu kasus sehingga dapat menjatuhkan putusan yang
tepat di persidangan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, mutlak diperlukan
kehadiran alat bukti yang sah dan kuat untuk mendukung gugatan yang diajukan oleh
penggugat. (Hassanudin, 2000)

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), alat bukti
yang sah dalam persidangan meliputi lima jenis, yaitu bukti dokumenter, kesaksian dari
saksi, persangkaan, pengakuan pihak, serta sumpah. (Juanda, 2016) Selain bukti-bukti
yang diatur dalam Pasal 164 HIR, hukum acara pidana juga mengakui alat bukti tambahan

lainnya. Bukti tambahan tersebut meliputi Pemeriksaan Setempat (Descente) yang
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dijelaskan dalam Pasal 153 HIR dan Keterangan Saksi Ahli (Expertise) berdasarkan Pasal
154 HIR. Masing-masing alat bukti ini memiliki derajat kekuatan mengikat yang berbeda;
sebagian bersifat mengikat bagi hakim, sementara yang lain, seperti keterangan ahli,
sifatnya tidak mengikat dan sepenuhnya menjadi pertimbangan diskresi hakim. Dalam
konteks perkara perdata, alat bukti diatur lebih lanjut dalam Pasal 164 HIR bersama
dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Juanda, 2016)
Alat bukti tertulis, yang terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan, menempati
posisi sebagai bukti fisik yang paling krusial dalam proses pembuktian. Di sisi lain, alat
bukti saksi bersumber dari keterangan seseorang yang secara langsung menyaksikan,
mendengar, atau mengalami peristiwa hukum yang dipersengketakan. Mengacu pada
asas unus testis nullus testis dalam Pasal 1905 KUHPerdata, kesaksian dari satu orang
saja dianggap tidak cukup dan harus didukung oleh minimal satu saksi lainnya atau alat
bukti lain untuk dapat dipercaya secara hukum. Selanjutnya, terdapat alat bukti
persangkaan yang menurut Pasal 1915 KUHPerdata merupakan kesimpulan yang ditarik
berdasarkan undang-undang atau pertimbangan hakim atas suatu fakta yang diketahui
untuk membuktikan suatu fakta yang tidak diketahui. Terakhir, alat bukti pengakuan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata, memiliki kekuatan membebaskan
para pihak dari kewajiban membuktikan sesuatu. Sebuah pengakuan yang disampaikan
di depan hakim, baik secara langsung oleh pihak yang bersangkutan maupun melalui
kuasa hukumnya, sudah cukup dijadikan dasar untuk memberatkan pihak yang mengaku.
(Juanda, 2016)

Pasal 1929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “suatu
pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang memberikan sumpah” Perjanjian dapat
dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang
terjadinya karena adanya suatu kesepakatan satu sama lain tanpa adanya suatu bukti
yang tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi karena sudah saling
mengenal satu sama lain atau adanya sebuah hubungan keluarga maka dari itu dalam

perjanjian yang dilakukan secara lisan sangat dibutuhkan adanya kepercayaan.
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Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Jual Beli Jeruk Oleh Pemborong Tanpa Adanya
Perjanjian Tertulis di Jorong Aie Angek Kanagarian Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh
Kota.

Daerah Jorong Aia angek adalah daerah penghasil jeruk terbanyak, masyarakat di
Jorong Aie Angek pada umumnya mata pencaharian bertani, terutama bertanam jeruk
yang dikenal dengan jeruk JESIGO (Jeruk Siam Gunuang Omeh), karena terlalu
banyaknya pemborong pun pada umumnya berasal dari daerah Koto Tinggi tersebut,
sehinga mereka untuk melaksanakan jual beli ini hanya dengan azas kepercayaan saja
dan akhir -akhir ini banyak terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena
pada umumnya juga adanya hubungan persaudaraan.

su hukum utama yang muncul dari sengketa jual beli jeruk tanpa perjanjian
tertulis antara petani dan pemborong di Jorong Aia Angek adalah terjadinya konflik
norma. Di satu sisi, realitas pembuktian utang piutang secara lisan bertentangan dengan
ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata, mengingat tidak adanya bukti kwitansi yang lengkap
dari petani dan tidak dilakukannya sumpah sebagai alat bukti, meskipun terdapat
perbedaan versi antara kedua belah pihak. Keunikan dalam kasus ini terletak pada kultur
kepercayaan yang dipegang teguh petani, sehingga mereka memberikan komoditas
dalam volume besar tanpa mensyaratkan bukti tertulis yang memadai pada setiap
pengambilan barang. Implikasi dari tidak adanya kontrak tertulis adalah kesulitan dalam
membuktikan besaran dan waktu pelunasan utang, meningkatnya kerentanan terhadap
penyangkalan, serta proses hukum yang berpotensi berlarut-larut dengan hasil yang
tidak pasti.

Peneliti menwawancarai Adrianto selaku pemborong dengan pertanyaan, apakah
terjadi melanggar perjanjian antara Adrianto dan Yulismar, Adrianto menjawab bahwa
tidak ada wanprestasi. (Agnesia, 2025) karena pada dasarnya itikad baik dari pemborong
tetap ingin membayarkan sisa utang kepada yulisma akan tetapi karena suatu keadaan
tertentu pembayaran tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Jika dilihat dari konstruksi
kasus ini, dapat dikatakan bahwa pemborong terkendala terhadap hal-hal lain yang
mengakibatkan wanprestasi. Dilain pihak Yulismar mengatakan bahwa telah terjadi

pelanggaran perjanjian (wanprestasi), karena Adrianto tidak membayarkan pelunasan

11



P-ISSN: 1907-5251

[TIYUSTISI @ o

2

7 U JURNAL HUKUM & KUM ISLAM

Vol. xxX NO. X XXXXXX XXX http://ejournal.ulka-bogor.ac.ld/Index.php/YUSTISI
BY SA

sepeerti biasanya. (Agnesia, 2025) Menurut hemat penulis memang tidak ada perjanjian
tertulis yang dilakukan kedua belah pihak, tetapi menurut kebiasaaan yang dilakukan
dengan menggunakan metode bayar dua kali pertama saat pengambilan barang
kemudian saat pemborong telah menjualkan jeruknya dan langsung memberikan
pelunansan. Maka dalam hal ini menurut penulis telah terjadi wanprestasi yang
dilakukan Adrianto.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara kekeluargaan, ataupun
dengan cara perdamaian. Kendati penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan maka
upaya terkahir adalah ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan menentukan siapa salah
dan benar berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada majelis. Permasalahannya
adalah pembuktian dalam perdata bersifat konkret sehingga dapat dibuktikannya surat,
saksi dan lainnya. Permasalahannya adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
hanya berbentuk kepercayaan tanpa ada bukti hitam di atas putih, konsekuensinya
adalah susahnya penggugat untuk membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi karena
asas yang melekat pada pembuktian dalam hukum perdata adalah Actori incumbit

probation yang artinya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan.

B. PENUTUP

Wanprestasi dalam pelunasan utang terjadi ketika salah satu pihak, baik pembeli
maupun penjual, telah memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang
ditetapkan. Untuk membuktikan hal tersebut di pengadilan, Penggugat diwajibkan
untuk menyertakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866
KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), yang meliputi bukti tertulis, kesaksian, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah. Secara minimal, diperlukan dua orang saksi karena kesaksian
satu orang dianggap tidak cukup. Alternatifnya, pengakuan dari Debitur yang mengakui
utangnya (sesuai Pasal 1925 BW) sudah dianggap sebagai bukti yang sempurna dan
mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Kreditur. Sebagai jaminan
pelunasan, Debitur dapat menawarkan jaminan kebendaan khusus, seperti sertifikat
tanah, kendaraan bermotor, atau surat berharga lainnya. Apabila Debitur tetap

wanprestasi, konsekuensi hukumnya mengacu pada Pasal 1236 dan 1239 KUHPerdata,
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di mana Debitur wajib menanggung biaya, kerugian, dan bunga (jika telah diperjanjikan)
yang diderita oleh Kreditur.

Bahwa Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui jalur litigasi dan non litigasi.
Tetapi kedua belah pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi yaitu Yulismar
memberikan rentan waktu kepada Adrianto untuk membayarkan pelunasannya,
kendati demikian hal ini sangatlah krusial mengingat perjanjian tertulis merupakan
aspek yang penting, karena dapat dijadikan sebagai alat bukti pada saat masuk
persidangan. Kehati-hatian merupakan aspek paling dasar dalam sebuah perjanjian,
walapun setiap perikatan pasti diawali dengan niat baik, tetapi tidak menutup

kemungkinan ditengah jalan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
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